SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 14 TAHUN 2018

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang
bersih dan berwibawa, serta bebas dari praktek Kkorupsi,
kolusi, dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara
dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur,
adil, terbuka, dan akuntabel;

bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur
Sipil Negara dan upaya pencegahan, serta pemberantasan
korupsi, perlu adanya Kewajiban Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Makassar tentang Kewajiban Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kota Makassar.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan

Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaiamana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5661);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor O35587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
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Memperhatikan :

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5133);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026};

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Derah Kota
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2009).

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara,

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor SE/01/M.PAN/O1/2008 tentang Peningkatan
Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan;



4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang
Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan
Terhadap Kewajiban Laporan Harta KekayaanPenyelenggara
Negara di Lingkungan  Kementerian/Lembaga  dan
Pemerintah Daerah;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Kewajiban  Penyampaian Laporan Harta  Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi
Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KEWAJIBAN

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
SIPI. NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kota Makassar;

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;

Walikota adalah Walikota Makassar;

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Makassar;

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kota Makassar;

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang funsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi Pemerintah;

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam
formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Harta Kekayaan ASN adalah harta benda yang dimiliki oleh ASN beserta
istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak,
harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan
uang yang diperoleh ASN sebelum, selama dan setelah menjadi ASN.

Bab II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan ASN

dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(2) Penyampaian LHKASN bertujuan untuk membangun integritas ASN sehingga

tercipta ASN yang bersih dan berwibawa.



BAB III
WAJIB LAPOR LHKASN

Pasal 3

(1) Seluruh pegawai ASN pada Pemerintah Kota Makassar wajib menyampaikan
LHKASN.

{2) Penetapan secara bertahap wajib menyampaikan LHKASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : ‘
a. untuk tahun 2018 wajib LHKASN adalah semua ASN yang menduduki
eselon IVb sampai dengan IlIb;
b. untuk tahun 2019 wajib LHKASN disamping sebagaimana dimaksud
huruf a adalah semua ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar secara
bertahap.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pejabat
yang sudah masuk dalam  wajib lapor Laporan  Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi

BAB IV
JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN

Pasal 4

Jangka waktu penyampaian LHKASN adalah :
a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan;

b. paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan

c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau purna tugas.

BAB YV
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 5

LHKASN dituangkan dalam formulir isian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ Peraturan Walikota ini dan disampaikan kepada Walikota melalul
Inspektur.

BAB VI
TIM PENGELOLA LHKASN
Pasal 6
(1} Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Tim Pengelola

LHKASN.

(2) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.



Pasal 7
(1) Pada setiap SKPD ditunjuk petugas pengelola LHKASN.

(2) Petugas pengelola LHKASN pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKASN di masing-masing
SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN.

(3) Petugas Pengelola LHKASN pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

(1) ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai wajib lapor LHKASN, jika
tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa
peninjauan kembali/penundaan/ pembatalan dalam jabatan dengan tahapan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

(2) Pejabat di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang membocorkan
informasi tentang LHKASN dikenai sanksi administratif berupa peninjauan
kembali/penundaan/pembatalan dalam jabatan dengan tahapan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 JULI 2018

WALIKOTA MAKASSAR.
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO
Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 JULI 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

A. NAISYAH T. AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 14



